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Tekor Kas Nyaris RpS Miliar, Kupas Tuntas Temuan BPK

KEPAHIANG - Tiga Komisi
di DPRD Kepahiang mulai me-
lakukan pembahasan Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan
Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPKRI) atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Kabupaten Kepahiang

Tahun Anggaran (TA) 2024. Hal
ini dilakukan seiring telah di-
serahkannya, LHP atas LKPD
dari pimpinan ke komisi di
DPRD Kabupaten Kepahiang.
Ketua Komisi III DPRD Kabu-
paten Kepahiang, Anudin, S.Sos
menyampaikan pihaknya me-
niliki waktu 2 minggu untuk
nelakukan pembahasan. “Pem-
»>ahasan tentunya melibatkan
JPD dengan temuan BPK di
lalamnya, yang menjadi mitra
Komisi II1 DPRD,” kata Anudin.

Di sini, Komisi III akan melaku
kan pembahasan bersama sek
retariat DPRD dan Dinas PUPF
Kabupaten Kepahiang. Pada sek
retariat DPRD, temuan adany:
ketekoran kas nyaris Rp5 milial
atau Rp4,8 miliar jadi catatan BP¥
RI Perwakilan Bengkulu.

Sedangkan di Dinas PUPR Kepa
hiang, terdapat kelebihan pem:
bayaran atas realisasi belanj:
barang yang diserahkan kepad:
pihak ketiga. Lalu, adanya temuar
kekurangan volume dan mutu
atas 5 paket pekerjaan belanj:
modal jalan, irigasi dan jaringan
“Sesuai instruksi BOK, penekanar
kepada pengembalian jadi perha
tian utama kita. Ini akan kita kupa:
tuntas,” tambah Anudin.

Secara kelembagaan, padarapa
gabungan komisi yang dipimpir
langsung Ketua DPRD Kepahiang
Gregory Dayefiandro, SE, M.S«
juga diserahkan LHP BPK secar:
simbolis kepada Komisi I dar
Komisi II.

Ketua DPRD Kepahiang, Gregon
Dayefiandro meminta masing
masing komisi segera menindak
lanjuti dokumen tersebut dengar
pembahasan bersama mitra kerja
“Hasil pembahasan diharapkar
dapat menghasilkan catatan dar
rekomendasi sebagai bahan evalu
asi dan perbaikan ke depan. Den.
gan penyerahan ini, DPRD men
egaskan komitmennya bersam:
Pemerintah Kabupaten 5
meningkatkan tata kelola keuan:
gan daerah yang transparan dar
akuntabel,” terang Igor-sapannya.

Guna mendapatkan opini Wa-
jar Tanpa Pengecualian (WTP),
ke depan Pemkab Kepahiang
wajib menerapkan 4 tertib dalam
pengelolaan dan penatausahaan
keuangan daerah. Yakni, tertib ad-
ministrasi pengelolaan keuangan
dan aset barang milik daerah, ter-
tib dan patuh terhadap peraturan
perundang-undangan. Tertib
proses belanda dan bukti pertang-
gungjawaban dan tertib imple-
mentasi pengawasan internal.

Secara umum, ada 4 pokok
temuan sesuai LHP BPK RI yang
termuat dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan Nomor 24.8/LHP/
XVIILBKL/05/2025 tertanggal 23
Mei 2025.

Yakni, terdapat penarikan tunai
pleh bendahara pada 25 SKPD,
belanja perjalanan dinas pada
2 SKPD dan 7 Puskesmas tidak
sesuai senyatanya, pelaksanaan
dan pertanggungjawaban belanja
barang dan jasa pada sekretariat
DPRD tidak sesuai senyatanya dan
pembayaran pajak pusat pada sek-
retariat DPR tidak sesuai dengan
kondisi senyatanya

Dijelaskan pula, BPK mene-
mukan ada 17 item kelemahan
pada sistem pengendalian intern
dan ketidakpatuhan terhadap
perundang-undangan. Terdiri
dari, kebijakan akuntansi terkait
aset tidak berwujud belum sesuai
standar akuntansi pemerintah
dan terdapat aset tak berwujud
yvang tidak dimanfaatkan.

Pengelolaan pendapatan asli
daerah yang belum optimal, Kele-
bihan pembayaran belanja pega-
wai atas gaji dan tunjangan ASN

Kesalahan penganggaran atas
belanja bantuan operasional seko-
lah satuan pendidikan dasar neg-
eri dan bantuan operasional peny-
elenggaraan pendidikan anak usia
dini dan pendidikan kesetaraan.
Lalu, Kelebihan pembayaran atas
belanja perjalanan dinas pada 7
OPD dan 7 Puskesmas. Kelebihan
pembayaran atas realisasi belanja
barang yang diserahkan kepada
pihak ketiga pada Dinas PUPR.

Realisasi belanja dana bantuan
operasional sekolah tidak sesuai
kondisi senyatanya, Pelaksanaan
dan pertanggungjawaban atas
belanja barang dan jasa pada 3
OPD tidak sesuai kondisi senyat-
anya, Pelaksanaan dan pertang-
gungjawaban atas belanja barang
dan jasa pada 3 OPD tidak sesuai
kondisi senyatanya.

Kemudian, Kelebihan pem-
bayaran atas belanja jasa kon-
sultasi pada 5 OPD, Pengadaan
modular operation theatre (MOT)
pada RSUD Kepahiang dan pen-
gadaan ruang bip safety level-2
laboratorium kesehatan daerah
Kepahiang tidak sesuai ketentuan.
Kekurangan volume pekerjaan
atas belanja modal gedung dan
bangunan pada 2 OPD, Kekuran-
ganvolume dan mutu atas5 (lima)
paket pekerjaan belanja modal
jalan, irigasi dan jaringan pada
Dinas PUPR.

Pengelolaan kas di bendahara
pengeluaran belum memadai,
Pengelolaan rekening milik Pemk-
ab Kepahiang belum tertib, Pem-
bayaran pajak pusat pada Sekre-
tariat DPRD tidak sesuai kondisi
senyatanya serta, Pengelolaan
utang pada RSUD Kepahiang
belum tertib.

Dalam hal ini, OPD terkait
berkewajiban menindaklanjuti
rekomendasi dalam LHP ses-
uai dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004. Dalam
Pasal 20 ayat (2) disebutkan pe-
jabat wajib memberikan jawaban
atau penjelasan kepada BPK
atas tindak lanjut rekomendasi
dalam LHP. Sementara itu, ayat
(3) menyatakan bahwa tindak
lanjut tersebut harus dilakukan
paling lambat 60 hari setelah LHP
diterima. (oce)



